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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 204/PMK.04/2017 

TENTANG 

TOKO BEBAS BEA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Tempat Penimbunan Berikat telah diterbitkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 tentang Toko 

Bebas Bea; 

b. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Tempat Penimbunan Berikat, yang mengatur 

Toko Bebas Bea yang berlokasi di terminal kedatangan 

bandar udara internasional di kawasan pabean, perlu 

mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan 

Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Tempat Penimbunan Berikat, perlu menetapkan 
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Peraturan Menteri Keuangan tentang Toko Bebas Bea; 

 

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat 

Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TOKO BEBAS 

BEA. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai. 

3. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di 

atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif 

dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-

Undang Kepabeanan. 

4. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas 

tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat 
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lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang 

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

5. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, 

atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan 

tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. 

6. Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat 

untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang 

asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang dan/atau 

orang tertentu. 

7. Penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus Pengusaha Toko 

Bebas Bea yang selanjutnya disebut dengan Pengusaha 

Toko Bebas Bea adalah badan hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan 

menimbun barang asal impor dan/atau barang asal 

Daerah Pabean untuk dijual kepada orang dan/atau 

orang tertentu. 

8. Ruang Penimbunan adalah bagian dari Toko Bebas Bea 

berupa ruang yang dimiliki/dikuasai oleh Pengusaha 

Toko Bebas Bea untuk: 

a. menimbun atau menyimpan barang asal impor 

dan/atau barang asal tempat lain dalam Daerah 

Pabean; dan 

b. tempat dilakukannya pemeriksaan fisik oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

9. Ruang Penjualan adalah bagian dari Toko Bebas Bea 

berupa ruang yang dimiliki/dikuasai oleh Pengusaha 

Toko Bebas Bea untuk: 

a. menjual barang; dan/atau 

b. menyerahkan,  

barang asal impor dan/atau barang asal tempat lain dalam 

Daerah Pabean. 

10. Tempat Penyerahan adalah bagian dari Toko Bebas Bea 

berupa ruang yang dimiliki/dikuasai oleh Pengusaha 
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Toko Bebas Bea di: 

a. terminal keberangkatan bandar udara internasional;  

b. terminal keberangkatan internasional di pelabuhan 

utama;  

c. tempat transit pada terminal keberangkatan bandar 

udara internasional yang merupakan tempat khusus 

bagi penumpang transit tujuan luar negeri; atau 

d. tempat transit pada terminal keberangkatan di 

pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus 

bagi penumpang transit tujuan luar negeri,  

di Kawasan Pabean untuk menyerahkan barang. 

11. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat 

untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) 

atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan 

kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), 

pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-

barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk 

dikeluarkan kembali. 

12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai. 

14. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah atau 

Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

15. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya 

kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang 

Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 

16. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 

tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai 

Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang 

Cukai. 

17. Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan 

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau 
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Pajak Penghasilan Pasal 22. 

18. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer 

yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka 

pengawasan dan pelayanan kepabeanan.  

19. Pertukaran Data Elektronik Kepabeanan yang 

selanjutnya disebut PDE Kepabeanan adalah proses 

penyampaian dokumen pabean dalam bentuk pertukaran 

data elektronik melalui komunikasi antar-aplikasi dan 

antar-organisasi yang terintegrasi dengan menggunakan 

perangkat sistem komunikasi data. 

20. Pemindai sidik jari adalah sebuah perangkat elektronik 

yang digunakan untuk menangkap gambar digital dari 

pola sidik jari.  

 

Pasal 2 

(1) Toko Bebas Bea merupakan Kawasan Pabean dan 

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. 

(2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap Toko 

Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian 

dokumen dan pemeriksaan fisik barang. 

(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen 

risiko. 

 

Pasal 3 

Toko Bebas Bea dapat berlokasi di: 

a. terminal keberangkatan bandar udara internasional di 

Kawasan Pabean;  

b. terminal keberangkatan internasional di pelabuhan 

utama di Kawasan Pabean; 

c. tempat transit pada terminal keberangkatan bandar 

udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi 

penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan 
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